
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-daerah Kabupalen Dalam 
Llngkungan Propinsi Djawa Barat (Belita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagairnana telah diubah 
dcngan Undang-Ondang Nornor 4 Tabun 1968 tentang 
Pembenrukan Kabupalen Purwakarta dan Kabupatcn 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomo.r 14 
Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nemer 31, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851 ); 

Mengingat 

a. bahwa sesual dcngan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Clrebon Nornor 8 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun.Anggaran 2017, perlu diatur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2017 
sebagai rincian lebih lanju; dari Pcrtanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
TahunAnggaran 2017; 

b. bahwa Penjabaran Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada 
'huruf a, perlu ditetapkan Peraruran Bupati. 

Menimbang 

BUPATI CIRE.BON, 

DENGAN RAH¥AT TOBAN YANG MAHA ESA 

J>ENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIJANJA DAERAH 

TAHON ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 31 TAHUN 2018 

NOMOR 31 TA HUN 2018 SERI L J 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 

• 

• 

T. t 



• 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Pcnyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korups.i, Kolusi dan Nepotis.me [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Rcpubllk lndenesia 
Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia --rafiun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Kcuangan Negara. [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrirnbangan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan 
Pcmerintahan Daerah. (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan 
tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Dacrah dan Ret:ribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 7, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcrnerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ientang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

• 
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JO. uudang-Undeng Nemer 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.); 

11. Pcraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 reniang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indoncsia Nornor 4028); 

12. Peraturan Pcmerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraiuran 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran Negara 
Republik lndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraluran Pcrnerintah Nomor 55 Tahun 2005 teniang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 renrang 
Sistem Inforinasi Kcuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1381 Tarnbahan 
Lembaran, Negara Republik Indonesia. Nornor 4576), 
scbagaimana telah diubah dengan Pcraruran 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ientang Pcrubahan 
Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 56 T1:1h'1.1n 2005 
tentang Sietem. Inforrnasi Keuangan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Ta.mbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5155); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 teruang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturaa Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teniang 
Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

• 



• 

17. Peraturan Pernerintah Nornor ·s Tahurt 2006 teniang 
Pelaporan Keuangan. dan Kinerja Instansi Pemerintah 
[Lernbaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2006 
Nemer 25, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 46i.4.); 

18. Peraturan Pemcrintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan. Inforrnasi Penyclcnggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tpntang 
Tata Cara Pcmberian dan Pernanfaatan Jnsentif 
Pernungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1Ul1 1010 
Nomor l l9, 1'atnbahan Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161.J; 

2],. Peraturan Perherintah Nomor 71 Tahun _2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Perncrintah Nomor 30 Tahun QOl l tentang 
Pinjaman Daerah (Lemba:ran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2011 Namer '59, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 5219); 

23. Peraturan Perncrintah .Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Notnor 5272); 

2,4. Peraturan Pernerintah Nornor 27 'Tahun 2014 tent.ang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran 
Negara Republik lndorresia Tahun 20.14 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533): 

25. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor ·123, Tambahan, 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

• 

·,_ ... 
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Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan 
atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang- Peraturan Pelaksanaan Urtdang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran. Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15.7, Tarrrbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

26. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentaug 
Hak Keuaugari dan Administratif Pimpinan dab Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60.57); 

27. Peraruran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Perrgadaan Barang/.Jase Pemerintah. (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 201S-Nomor 33); 

28. Peraruran MerrteriDalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
rentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Dacrah 
scbagaimana telah beberapakali dlubah, tcrakhir 
dengan Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan. Kedua Atas Peraruran 
Menreri Dalam Negeri Nomor 13 Ta bun .2006 tenrang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 'Negara 
Republik Indoneaia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 55 Tahun 200·8 
tenrang T~.ta Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Perianggungjawaban. Bendahara ecrta 
Penyarnpatannya; 

30. Peraturan Merited Dalarn Negeri Nomor 32. Tahun .2or1 
tentang Pcd'oman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2016 tentarig Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 l 
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 54 l); 

31. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2'014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
dalarn APBD, dan lfaLa Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaben 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 2Cl7 tentang Perubalian 
atas Pcraruran, Menteri Dalam Negeri No111qr 77 
Tahun 2014 tentang Pcdoman Tata Cara Perhitungan, 

• 

.• 



31.466.148.325,00 
962.851.141,00 

17 .983.066.618,00 

Rp. 
Rp 
Rp .. 

Rp. 1 ,384.973.9.30.708,00 
Rp. o.oo 
Rp. 0,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung : 

1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Bunga 
3). Belanja Subsidi 
4). Belanja Hibah 
S). Belanja Ba.ntuan Sosial 
6). Bclanja Bagi Hasil 

Rp 3.591.543:.076.24 l,85 .Jumlah Pendapatan 

I{p. 779.337.852.~77.85 
Rp. 2.074.515.204.0S8,0.0 

DaerahRp. 737.690.019.906,00 

1. Pendapatan 
a. Pcndapatan Asli Daer-ah 
b. Dana Perirnbangan 
c, Lain-lain Pendaparan 

yang Sah 

Laporan Realisasi Anggaran TahunAoggiU'an 2017 terdiri alas: 

Pasal l • 

TENTANG PENJABARAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

BELA NJ A DAER,AH 
PERATURAN BDPATI 
PERTANUGlJN'GJAWABAN 
PENDAPATAN DAN 
TAHUN ANG6ARAN 2017 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon. Nomor 15 
Tahun 2601 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daera b Tahtm Anggaran 2017 (Lemba.ran Dacrah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon .Nornor 5 
'Tahun 201 7 ten Lang Peru bah an Anggaran Pendapatan 
dan Bela.nja Dacrah Tahun. Anggaran 2017 [Lembaran 
Daerah Tahun 2017 Nornor 5, Reri A.2). · 

• 

Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tetlib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pcrtanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 198); 

r 



Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran .JI yang merupakan bagia:n tidak 
terpisahkan dari Peraturan.Bupati inl. 

Pasal 4 

Ringkasan, Laporan Realisasi Angga:can sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lcbih Ianjut kedalam Penjabaran Laporan Rcalisasi Anggaran. 

Pasal 3 • 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
tereantum. dalarn Lampiran. l yang.merupakan bagian tidak tefpis,ihkan dari 
Peraturan Bupati ini . 

Pasal 2 

Rp 311.499.735.022.73 

Rp 304.947.887.037,S-l 

.Iumlah Pcmbiayaan Neuo 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkerraan 

332. 499. 735:022, 73 
21.000.000.000,00 

6.551.847.985,22) (Rp 

Rp 3.,598.094.924.227,07 

609.568.213.960,00 
Rp. l.o2i.oo6.636.867,07 

241.8&'4.36~.232,00 
769.554.060.675,'07 

541.702.29-0.568,0{) 
0,00 

Rp. l..977.088.287.360,00 

• Rp . 
Rp. 

3. Pernbiayaan 
a. Pencrimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pernbiayaan 

Rp. 

Rp, 
Rp. 

b. Belanja Langsung : 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang dan Jasa 
3)·. Belanja Modal 

.Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 

Surplus / (Defont) 

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 
8). Belanja Tidak Terduga Rp. 

.Jumlah Belanja 'l'idl'\k l,an~sung 

• I 



SERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR 31 SERT•.3 

=. 
4-- RAHMJ\T SUTRISNO 

= 

SEKRETARIS DAERAH KABUPNI:EN GIREBON,, 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ITO 

BUPATI CQIBBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Diundangkan di 'Sumber 
pada ta nggal 14 A.:,'l.lstu.:; 2J 1:i 

Agar -setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Circbon, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Langgal diundangkan. 

P-asal 5 

• 

• 

' I < 



RAHMAT SUTRISNO 

BERlTA DAERAli KABUPATEN CIREBON TA RUN 20 is NO MOR )1 SERI 4. 3 

- 
SEKRETARIS DA{l:RAH KABUPATEN ClREBOl'l. 

Diundangkan di sumber 
pada tanggal 14 l,ru1tua 2)18 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

TTD 

BUPATJ CIREBON, 

Ditetapkan di Sumbcr 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraurran 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ctiundangkan. 

Paaal 5 

• 

• 

· I r 


